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Nasional”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan.Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas
Akhir yang berjudul “Presedur Penyusunan Memorandum of Understanding dan

Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga.Berencana

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi. salah satu syarat
kelulusan Pendidikan Diploma Hl Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan
Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta. Selama penyusunan Tugas Akhir
ini, ada banyak pihak yang.telah membantu dan memberi inspirasi dan motivasi
kepada Penulis. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1.

2.

B

Dr. Syamsurizal, S.E., M.M, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
Dr. Dra., lis Mariam, M.SiI, selaku Ketua Jurusan/Administrasi Niaga.
Taufik Akbar, S.E., M.S.M, selaku Koordinator Program Studi Diploma
1l Administrasi Bisnis.

Dr., Nining Latianingsih, S:H.,"M.H, selaku dosen pembimbing 1 yang
telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian untuk
membimbing, memeriksa, memberikan saran, dan dukungan kepada
penulis, sehinggapenulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
Drs.,. Anwar Mustofa, M.Hum, selaku dosen pembimbing teknis
meluangkan.waktu untuk -memberikan masukan, perhatian,dukungan,
dan arahan kepada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat
diselesaikan.

Seluruh  Dosen Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan
Administrasi Niaga yang senantiasa mengajarkan banyak ilmu
pengetahuan kepada Penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri

Jakarta.
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7. BKKBN, khususnya untuk Pak Masrinto selaku penanggung jawab
pada divisi Admin Tim Kerja Sama serta seluruh karyawan Direktorat

Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga yang telah memberikan izin
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dan bantuan selama masa PKL. Terima kasih juga kepada semua pihak
yang telah berbagi ilmudan dukungan, meskipun tidak dapat disebutkan
satu per satu.

8. Kedua orang tua penulis yang telah sabar mendidik, membimbing,
membantu, dan mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tulus
sepanjang waktu untuk penulis serta kakak daniabang penulis yang telah
memberikan dukungan, semangat, menghibur dan mendoakan penulis.

9. Grup Hidup. sehat yang selalu_menjadi teman bertukar. pikiran,
memberikan saran, bantuan dan semangat kepada penulis.

10. Rekan-rekan kelas AB-6A dan.seluruh Administrasi Bisnis 2021 yang
selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis
yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis telah berusaha semaksimal
mungkin, walaupun demikian Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari
sempurna. Akhir kata, Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat

bermafaat bagi penulis dan pembaca.

Depok, 20 Juli 2024
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Mharsya Artha Sarina Hutasoit
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POLITEKNIK

NEGERI
JAKARTA

Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

4.3 Hambatan dalam Penyusunan Memorandum of Understanding dan
NASTONAL ..ot

5.1 Kesimpulan..................
5.2 Saran..............

BAB VPENUTUP........ccviiiiii,

Hak Cipta:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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DAFTAR TABEL

POLITEKNIK
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Tabel 4. 1 Perbandingan Teori Dan Pratik Penyusunan Memorandum of

Undersanding Dan Perjanjian Kerj

Keluarga Berencana Nasiona

Hak Cipta:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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Hak Cipta:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

JAKARTA

« 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
\ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan.perjanjian kerja
sama dianggap sebagai kebutuhan penting di banyak lembaga, organisasi, dan
perusahaan di berbagai sektor karena tahapannya kompleks seperti negosiasi,
pengaturan-hukum, identifikasi risiko, dan penentuan tanggung jawab. Menurut
Mabhan (2019:50) pada dasarnya suatu perjanjianatau kontrak terbentuk ketikadua
pihak yang memiliki kepentingan berbeda saling berinteraksi. Perbedaan tersebut
terjadi negosiasi di antara keduanyasebelum perjanjianfinal dan sepakat.

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk ‘penyusunan
Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di berbagai
lembaga maupun berbagai sektor menjadi relevan untuk memastikan efisiensi dan
kesesuaian dengan kepentingan semua pihak terkait. SOP Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional adalah pedoman untuk tim kemitraan kerja sama
serta administrasi proses penyusunan.Memorandum of Understanding (MoU) dan
perjanjiankerjasama. SOP tersebut memastikan keputusan dan tindakan organisasi
dilakukan secara efektif, konsisten, dan sesuar standar.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.Nasional menerapkan SOP
yang jelas dan terstruktur sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses
penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama
berlangsung efisiendan-sesuai dengan standar hukum. Oleh karena.itu;diharapkan
dengan adanya SOP ini ada kejelasan, tanggung jawab, dan kualitas dari setiap
Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dapat meningkat.
Pada akhirnya, SOP ini akan menghasilkan hasil yang optimal dan memberikan
manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi di Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebuah

Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki peran penting dalam
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mengimplementasikan program-program keluarga berencana dan kependudukan.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sering kerja sama dengan
berbagai pihak seperti lembaga swasta, pemerintah daerah atau organisasi non-
pemerintah dalam menjalankan program..iniw.Kerja sama program keluarga
berencana dan kependudukan diatur-melalui Memorandum of Understanding
(MoU) dan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum dan kerangka kerja untuk
menjalankan kerja sama tersebut. Selama-periode tahun 2019-2024 BKKBN telah
melakukan seleksi mitra kerja sama dan menyusun sebanyak 111 Memorandum of
Understanding (MoU) dan 44 perjanjian kerja sama dengan mitra kerja. Perjajian
kerjasama yang sudah berjalan sebanyak 42 PKS. Unit Direktorat Advokasi dan
Hubungan Antar Lembaga. Badan.Kependudukan dan Keluarga .Berencana
memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Memoarandum of Understanding
(MoU) dan perjanjian kerja sama.di setiap-unit kerja.

Berdasarkan latar belakang di. atas; penulis melthat pentingnya Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang terstruktur untuk melakukan
suatu kerja sama. Penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih jelas
Standar Operasional Prosedur kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional denganmemilih judul “Prosedur Penyusunan Memorandum
of Understanding dan Perjanjian Kerja Samapada Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, makadapat dibuat
ruang lingkup sebagai berikut:

1. Proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan Memorandum of
Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Prosedur penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian

kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
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3. Hambatan yang dihadapi pada prosedur penyusunan Memorandum of
Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan~dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:

1. Menjelaskan proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan
Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian ‘kerja sama di
lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Menjelaskan prosedur penyusunan.Memorandum of Understanding (MoU)
dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.

3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi pada penyusunan Memorandum of
Understanding (MoU) dan perjanjiankerjasama pada Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini bagi pihak-pihak terkait

adalah sebagal berikut:

1.

Bagi penulis
Penulis diharapkan dapat memahami praktik kegiatan proses administrasi

dalam lembaga sertasmembandingkan teori administrasi yang.telah dipelajari

dengan prosedur penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan

perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai

administrasi.
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2. Bagi Perusahaan

Penulisan ini menjadi bahan evaluasi untuk lembaga serta manfaat masukan
berupa saran, ide, gagasan dan tenaga pada Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional agar dapat meningkatkaneitra di masa mendatang.
3. Bagi llmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi dan. informasi kepada
semua pihak, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi
pembaca.

1.5 ~Metode PengumpulanData

Metode pengumpulan data dalam. penyusunan Laporan Tugas Akhir ini,
penulis menggunakan metode sebagal berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan diskusi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada
narasumber dari Badan Kependudukan dan.Keluarga Berencana Nasional yang
bertanggung jawab pada bidang administrasi kerja kemitraan kerja sama.
2. 'Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data berupa gambar dari dokumen-dokumen terkait
prosedur pembuatan Memorandum of Understanding dan kerja perjanjian kerja

sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
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5.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam praktek

kerja lapangan (PKL) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai

prosedur penyusunan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama

pada Badan BKKBN, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

a.

Proses seleksi mitra kerja sama di.BKKBN bertujuan untuk memastikan
legalitas dan kesesuaian rencana aksi antara BKKBN dengan mitra terpilih.
Proses ini melibatkan dua langkah utama:.calon mitra harus memiliki akta
pendirian sah dari Kementerian Hukum dan Hak /Asasi Manusia, dan
menyusun rencana aksi. Pihak yang terlibat dalam proses seleksi termasuk
Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga) yang
mengurus aspek teknis sedangkan Biro. Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
yang memastikan legalitas dokumen proses seleksi. Kerja sama antara ketiga
pthak ini memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan selaras dengan
tujuan.

Proses penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian
kerja sama pada BKKBN dimulai dengan inisiasi atau penerimaan usulan
kerja sama, yang memerlukan koordinasi antara pengampu dan kepalauntuk
mengidentifikasi-kebutuhan danmenentukan prioritas.. Tahap~ini diikuti
dengan kajian mendalam terhadap usulan kerja sama oleh unit terkait,
dilanjutkan dengan persetujuan Kepala BKKBN. Setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala, unit kerja menyusun draf Memorandum of
Understanding yang dirinci lebih lanjut melalui diskusi dan finalisasi
sebelum ditandatangani. Draf perjanjian kerja sama kemudian disusun sesuali
ruang lingkup Memorandum of Understanding, diikuti dengan finalisasi dan

persetujuan pimpinan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing

33
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pihak. Proses ini juga melibatkan penandatanganan resmi perjanjian kerja
sama dan penyusunan rencana aksi yang terukur. Evaluasi pelaksanaan
rencana aksi dilakukan secara kerja sama, diikuti oleh penyusunan, analisis,
dan penerimaan laporan pelaksanaan=dan evaluasi kerjasama. Seluruh
dokumentasi ini kemudian diarsipkan untuk referensi.di masa mendatang.

Hambatan dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan
perjanjian kerja sama di BKKBN sering terjadi karena beberapa.unit kerja
membuat Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama Secara
langsung tanpa melalui Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
(DITVOGA), yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan kerja
sama. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan potensi masalah dalam

pelaksanaan perjanjian.

Saran

Berdasarkan hambatan yang dihadapi.olehs BKKBN dalam prosedur

penyusunan Memorandum of Understanding dan-perjanjian kerja sama, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

Unit Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga)
melakukan komunikasi secara personal dengan setiap unit kerja terkait untuk
menyampaikan pentingnya mengikuti.. prosedur yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan secara langsung alasan di balik
peraturan tersebut dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang
mungkin ada.

Memberitahukan kepadaseluruh.unit kerja bahwa terdapat peraturan resmi di
lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
mengenai tata cara kerja sama. Hal ini dapat dilakukan melalui surat edaran,

email resmi, atau pengumuman di laman internal.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawanecara

Staf Tim Kerja.Sama Kemitraan, Unit Direktorat Advokasi dan

Hubungan Antar-Lembaga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional
1.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses seleksi dalam penyusunan
Memorandum ‘of Understanding dan perjanjian kerja'sama di Badan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?

Apakah terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam proses seleksi
Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?

Bagaimana Langkah-langkah atau .prosedur. dalam penyusunan
Memorandum of Understanding. dan perjanjian kerja sama di Badan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, mulai dari
perencanaan hingga finalisasi?

Apa saja dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam proses
penyusunan Memorandum.of Wnderstanding dan perjanjian kerja sama
di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?

Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyusunan
Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan.bagaimana

mengatasi kendala=kendala tersebut?
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Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

(© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

® )

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



VLEWVIVT

eyeyer aba yiuyaiijod uizi eduey

1jn} eAae) ynin|as neje ueibeqas yelueqiadwaw uep ueywnwnbusw buese|iq °z
ejieyer L1aba Yiuya3ijod Jefem Buek uebunuada)y) ueyibniaw yepn uednnbuad 'q

‘yejesew njens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] uesijnuad ‘Yejwj efiey uesiinuad ‘ ueni@uad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun efuey uediynbuad e

s

undede )njuaq wejep

[CEREL]

MINMILNOd

eydid yeH

ey er HaBaN IuaM[od yijtw e3did ey )

Jaquins ueyingakuaw uep ueywnjuesuaw eduey jui sijn} eA1ey yninjas neje ueibeqas diynbusw Huesejiq ‘L

Lampiran 3 Surat Permohonan Kerja Sama BKKBN

bkkbn?

MNomor SATHLO1L.0UG2r2023 25 Januari 2023
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kerja Sama
Yth.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat kepala BKKBM nomor T84/HL.O1.01/G22022 tanggal 2
Agustus 2022 perihal Permohenan Kerja Sama, maka bersama ini kami bermaksud
untuk menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunfing di Indonesia. Rencana
penyelenggaraan kerja sama antara BKKBMN dan Kepolisian Megara Republik
Indonesia diharapkan mampu mendukung kelancaran tugas Kepolisian dan BKKBN
utamanya dalam percepatan penurunan stunting.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Masional,
EHREAEE

3 e ]
Dr. {H.C.) dr. HASTO WARDOY O, Sp.OG(K)

JL Permata Mo, 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 | POECEC 296 KT 13013
To =227} 0% E31 8 800 9029-45-53-68-77-85 | F: (+6221) B0085504
bikkbrpeid

Dokumen ini lefah dtandxangany secava efekironik yang aiferbitkan olefh Dalad Seriffas’ Elekironk (B5rE), BS5N
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Lampiran 4 Telaah Dokumen Calon Mitra Kerja BKKBN

Nama Miira

TELAATI DOKUMEN CALON MITREA KERJA BEKDN

Tanggal aeees

N Kekngkapsan Dokiaimen

1 Akte SK.Menkels/S Berita Negara

Peredaftaran PN
No | Tanggal | Mo | TRnggal Mo | Tamhbahan | Tanggal
M
Aktc
Pendiran
Akie
Perithalin
2 | xpwr B,
3 | sIUT No.
Tel
4 | TDOP No.: Tad.:
Berloku s/d tgl. -

5 | 5. K. Domiesili | No.: TEL.:
LUsaha Herinku 5/d tgl. :

6 | Dokumen Q.
laln-latin .

C.

7 | Masa AKlA [ T HA— rangegal P NalAris
Jalutmm direceenisian MNotaris cli
Penmirus Posal_........c..c..

4 | Kewenongan | Akto Mo:...---, tangeal.....c.n-.
Pengunas T , Motaria di

9 | Susunon Berdasarkan Alctn Mo, L2 o742 |
Pengunas Notarls... e

JakiarEey Mainsa Mo, KTP Beglakil
KTr = /d
10| Keterangon:
Noma:
Jahatan:
11| Kesimgulamn:
Noma:
Jahatan:
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BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN DRAFT MOU/PKS

Pada hari ini, ........ tanggal .......... bulan .......... tahun ........ , Pukul ....,,
bertempat di .occiiiiis e, , berdasarkan .o, , hal
..., kami masing-masing;

1. Pihak Pertama |disebutkan Kementerian danjatau Lembaga), yang terdiri
dari:

eyeyer aba yiuyaiijod uizi eduey

1. Nama,. jabatan;
5. dst:
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

1I. Pihak Kedua (disebutkan Kementerian danfatau Lembaga), yang terdiri
dari:
Nama,. jabatan;

1
2.
4
5

. dst:
Selanjutnya disebut Fihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas telah
melakukan Rapat Penyusunan draft MoU/PKS tentang.......ceees @loceeenncnaan
pada tanggal .....cceeueie

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.
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Lampiran 6 Draf Memorandum of Understanding (MoU)

bkkbre? -

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN

TENTANG

Nomeor :/2023
Nomor : 2023

Pada hari ini — tanggal — bulan — tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di
dakarta, kami yang bertanca tangan di bawah ini:

L. Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), selaku Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Masional berdasarkan Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019
tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di fingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

wvmeeny S€lakU ....... berdasarkan Akta Pendirian Notaris -... No..., tanggal .... ,
yang telah mempercleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No......, dan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan ferakhir yang dimuat dalam Aida
Notaris.....No. ... tanggal .. {jika ada akte perubahan), yang telah memperoleh
pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indenesia dengan surat No........tanggal .. , oleh karena itu,
sah untuk bertindak atas...nama mitra, alamat operasional berkedudukan di JI.
... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

d. kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga
Kencana serta Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Percepatan Penurunan
Stunting,

e pemanfaalan dala dan informasi terkait Program Bangga Kencana seria
Penguatan Ketahanan keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting; dan

. gerakan Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu
Perjanjian Keria Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme
peketjaan, hak dan kewsjiban PARA PIHAK, dan hal-hal ksin yang dipandang
perlu.

Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugss dan
fungsinya.

@

Pasal 4
PEMBIAYAAN

{1} Biaya yang fimbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan
kemampuan masing-masing PIHAK danfatau dari sumber lain yang tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pembiayazn berasal dari sumber lain yang sah sesua dengan ketentuzn
peraturan undangan, dan serta disetujui
oleh PARA PIHAK yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak
terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

(2]

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
{1} Apabila terjadi perselishan yang timbul dalam pelaksanasn Kesepahaman
Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur
musyawarah untuk mufakat.

DRAFT

PIHAX PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjuinya

disebut PARA PIHAK dan secara sendii discbut PIHAK, teriebih dahulu

menerangkan hal hal sebagai berikut

2. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
bertugas melaksanakan pengendalian pencucuk dan  penyelenggaraan
keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecl bahagia dan
sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai tilik sentral pembangunan
menuju penduduk fumbuh seimbang; dan

b, bahwa PIHAK KEDUA adalah.................

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman

Bersama fentang.... (isi juduj (selanjuinya disebul Kesepahaman Bersama)

dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepshaman Bersama ini dimaksudkan sebagal upaya meningkatkan
kepedulian PARA PIHAK akan pentingnya Program Bangga Kencana dan
Percepatan Penurunan Stunting;

{2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan menyinergikan sumber daya
yang ada pada PARA PIHAK didasarkan asas salng membartu, saling
mendukung sesuai peraluran perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
( disesuikan dengan kebutuhan kerja sama)

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mefiputi

a. advokasi Program Bangga Kencana serta Penguatan Ketahanan keluarga
dalam Percepatan Penurunan Stunting;

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi {KIE) serta Sosialisasi Program Bangga
Kencana serta Penguatan Ketahanan keluarga dalam Percepatan Penurunan
Stunting,

c. peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Program Bangga Kencana serta
Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Peroepatan Penurunan Stunting;

2
DRAFT
{2) Apabila i tidak dapat secarta uniuk

mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menurjuk PIHAK KETIGA yang
dipercaya oleh PARA PIHAK unfuk menjadi penengah.

Pasal 6
KORESPONDENSI
PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
ig-masing dalam rangka Bersama

ini, yaitu:

2 Kedeputian Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
Pejabat - Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Mamat - Jalan Permata Mo. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Telepon - (021) 809801 ext. 441
Emal * dithubga. bkkbn@gmall.com
b NamaMira
Alamat
Telepon
Emal EP—
Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untik jangka waidu 5 (ima tahun, terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperparjang sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan evaluasi sefiap lahun sesuai Kesepahaman Bersama
PARA PIHAK atau apabila tidak ada keberatan PARA PIHAK sebagaimana
distur dalam Pasal ini, Kesspahaman Bersama ini dipsrpanjang otomatis
dengan semangat agar materi Kesepahaman Bersama tidak terganggu apabia
ada kefalaian untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama ini

(2) PARA PIHAK melakukan konsullasi atas rancangan  perpanjangan

lambatlambatnya 3 (6ga) buan sebelum

berakhirnya Kesepahaman Bersama i

Bersama
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PARA PIHAK

Dalam hal salah satu PIHAK jinan untuk
Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
PIHAK tersebut wajb memberitzhukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya,
selambatiambatnya 3 (tga) buan sebelum  keinginan diakhirinya
Kesepahaman Bersama ini.

Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, bak karema
permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun
karena alasan lan, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan
mempengaruhi hak dan keajban masing-masing PIHAK yang harus
C terlebih Bersama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal
satiap 1 (satu} tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
Menitcring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan
oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh PARA PIHAK.

Hasil dari monitoring dan evaluasi terdii dari laporan pelaksanaan kegiatan
kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta diaksanakan cleh
PARA PHAK diaporkan ke Kepala BIKBN c.q. Direktorat Advokasi dan
Hubungan Antar Lembaga BKKBM serta

Pasal 9
ADENDUM

Kesspahaman Bersama ini dapat dubah berdasarkan persstujuan PARA

PIHAK.

Perubahan danfatau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama

ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN
i seluruh indangan anti-

suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenal Anti Suap dan Anti Korupsf) dalam

Sumbe

DRAFT

42

setiap kegiatan yang diakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan
melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti
Suzp dan Antl Korupsi.

Pasal 11
PENUTUR
Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, daiam 2
(dua) rangkap asli, cibubuhi melerai secukuprya, masing-masing mempunyai
yang i PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat keja sama yang bak untuk
dipatuhi dan diaksanzkan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.0G (K)

1sional,

POLITEKNIK

NEGERI
JAKARTA

DRAFT
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Lampiran 7 Draf Perjanjian Kerja Sama

bkkbn?

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TENTANG

NOMOR :

Logo Mitra

NOMOR :

tanggal .., bulan ..., tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (--2024),
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah in

L selaku ... Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor : 127/TPA
Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian... Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata
Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
*PIHAK PERTAMA"; dan

. selaku ....... berdasarkan Akta Pendirian Notaris _...No..., tanggal ... , yang
telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No....., dan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam Akta Notaris.....No.
tanggal . (jka ada akte perubahan). yang telah memperoleh pengesahan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat No....._.. tanggal ... , oleh karena itu, sah untuk bertindak
atas...nama mitra, alamat i di JI disebut sabagai
PIHAK KEDUA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a .

b.
c.

(3) Hak PIHAK KEDUA :
a ...

b. ..
€ ..
d. ...

(4 Kewajiban PIHAK KEDUA :
a .

PASAL 4
PELAKSANAAN
(1y Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diindaklanjuti cleh unit kesjalbidang di
ingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;

(2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi
kegiatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak temisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 6
PEMBIAYAAN
(1) Biaya yang tmbul sebagal akibat dari pelaksanaan Peraniian Kerja Sama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesual dengan ketentuan dan
kemampuan masing-masing PIHAK darvatau dari sumber lain yang tidak mengikat
sesual ketentuan peraturan penundangan-undangan.

Sehubungan dengan hal-hal lersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
dan menandatangani Perianfian Keria Sama tentang .. eroe (il
keiiasama), (selaniutnya dissbut Perjanjian Kerjasama) dengan ketentuan dan syarat-

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA yang selnjuinya secara bersama-sama
dissbut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a Batwa telah diandatanganinya Kesepahaman bersama antara Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Masional (SKKBMN) dengan ..............
(Nama Mitra) tentang ... . di Jakarta Nomor : .../KSM/G2/2021 dan Namor:
batwa perlu diakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan
mitra;

bahwa PARA PIHAK mengakui penfingnya prinsip-prinsip kedaulatan insttusi,
kesetaraan dan saing menguntungkan of dalam Kkena sama untuk program
Pembangunan Keluargs, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga
Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan stuating
berhasis pendampingan dan ntervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
bahwa PARA PIHAK untuk berperan akiil dalam meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah sturting di
Indonesia,

4

"

A

syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

dalam Pesjanian Kerjasama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama i adalah untuk

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut

(2} Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesey
dan diketahul oleh PARA PIHAK serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran
‘yang fidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

(1) PARA PIHAK meiaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara
bersamasama atau temisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesual
kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK;

(2} PARA PIHAK memfasiftasi penunjukan unit kerjalbidang yang terkait untuk
melakukan pemantauan, evaluasl, dan pembinaa

(3 Hasil dari monitoring dan evaluasi terdir dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja
‘sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta diaksanakan oleh PARA PIHAK
diaporkan ke Kepala BKKEN c.q. Direklorat Advokasi dan Hubungan Antar
Lembaga BKKEN serta..... (pihak kedua)

Pasal 7
JANGKA WAKTU
(1) Perjaniian Kerjasama ini berlaku untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun sejak tanggal
ndatangani dan apabia dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2} Dalam hal salah satu PIRAK berkeinginan untuk memperparjang, mengubah atau
mengakhii Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waklu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajlo memberitahukan
‘secara terluls kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

(3} Dalam hal Pesjanjian Kerjasama ini berakhir, bak karena jangka waktunya telan
teriampui sebagaimana teriampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain,
pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban
masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebin dahulu sebagai akibat
peiaksanaan Perjaniian Keriasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORGE

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keteriambatan atau kegagalan
dalam memenuni kewajioan yang lereantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan
atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digalongkan
sebagai force majeure.

(2 Peristiwa yang dapat digolongkan force mafeure antara lain dan fidak terbatas pada
bancana alam (gempa buri, angin topan, banjir, dan lain-ain), wabah penyaki,
perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan

43
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kekacauan ekonomiy moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada
Perjanjian Kefjasama ini.
(3) PIHAK yang terkena farce majeure wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya
selambat-Jambatnya 30 {tiga puluh) hari setelah terjadinya force majeure.
(4) Apabila P|HAK yang mengalami force majeure tersebut lalal  untuk
memt kannya kepada PIHAK lannya dalam kurun wakiu sebagaimana
Chentuan daiam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi
yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami

force majeure

(5) Bilamana dalam 3 {tiga) hari kerja sejak diterimanya pembertahuan yang dimaksud
dalam ayat (3} belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima
pemberitahuan, maka adanya risko atas peristixa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini dianggap telah disstujui oleh PIHAK tersebut

(6) Keadaan force majewre sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak
menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati
PARA PIHAK dapat melarjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal tefaci perselisihan diantara PARA PIHAK senbagal akibat dari
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat
untuk secara dan

(2) Dalam hal secara n tidak mencapai
kesepakatan dan/atau perdamaian, maka PARA PIHAK akan menyelesalkannya
secara hukum gan ketentuan perundang-undangan vang berlaku

Pasal 10
KORESPONDENSI
(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
i masing-masing dalam rangka Perjarjian Kerjasama i,

yaitu :

a. Kedeputian Bidang ...
Pejabat

Alamat - Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Telepon  :(021) 8093018 ext.....
Email P
b. MITRA
Hama

umber:

u\

Alamat
Telepon
Email

{2) Dalam hal terdapat ejabat maka pihak
‘memberitahukan kepada PIHAK hmya secara tertulis ddan]iﬂgki wakw paling
lambat 6 (enam) hari keria sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat

penghubung.
(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang fidak diberitahukan
kepada PIHAK lainnya menjadi resiko dan dari PIHAK
yang mengubah alamat.
Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

a Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian
Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan alas persetujuan PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari
Pesjanjian Kefjasama ini.

. Dalam hal diperiukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam
‘pelaksanaan Perjanjian Kerjasama i, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang
disepakali oleh PARA PIHAK arau petunjuk tekris yang disepakai oish PARA
PIHAK yang anjian Kerjasamaini.

Pasal 12

PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dtandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutian pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua)
asl, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
'sama dan mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

024
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Lampiran 8 Penandatangan MoU dan PKS antara BKKBN dengan Mitra
umber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

Kerja

(© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

® )

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



